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Abstract 
The research aims to determine and analyze: 1) significant influence of planning on 
administration; 2) significan influence of regulation on administration; 3) significant influence of 
administration on performance-based budgeting; 4) significant influence of planning on 
performance-based budgeting; 5) significant influence of administration on performance-based 
budgeting; 6) significant influence of planning through administration on performance-based 
budgeting; 7) significant influence of regulation through administration on performance-based 
budgeting. This research applies survey method. Data use is quantitative from primary and 
secondary sources. Sample includes 44 governmental working units selected by proportionate 
stratified random sampling. Data is analyzed with patg analysis with AMOS 22.00.The results 
conclude that 1. Planning has positive ang significant influence on administration; 2) regulation 
has positive and significant influence on administration; 3) administration has positive and 
significant influence on performance-based budgeting; 4) planning has positive and significant 
influence on performance-based budgeting; 5) regulation has positive and significant influence on 
performance-based budgeting; 6) planning through administration has positive and significant 
influence on performance-based budgeting; 7) regulation through administration has positive and 
significant influence on performance-based budgeting. 
Keywords: Planning, regulation, administration, performance-based budgeting 
 
Berdasarkan  prestasi kerja yang akan 
dicapai dalam membangun suatu sistem 
penganggaran yang tepat hal pertama yang 
dilakukan dengan memadukan perencanaan 
kinerja dengan anggaran tahunan. Keterkaitan 
antara dana yang tersedia dengan hasil yang 
akan dicapai diharapkan dapat mencerminkan 
kepentingan yang sesuai dengan harapan 
secara ekonomis, efisien dan efektif. Sistem 
penganggaran seperti ini disebut juga dengan 
anggaran berbasis kinerja. (Zein dan 
Dikkifiana, 2008) 
Penerapan anggaran berbasis kinerja 
diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006 dan diubah lagi dengan Permendagri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini, 
disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja 
dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(RKA SKPD). Anggaran berbasis kinerja 
menuntut adanya output optimal atau 
pengeluaran yang di alokasikan  sehingga 
setiap pengeluaran harus berorientasi atau 
bersifat ekonomi, efisien dan efektif. 
Penyusunan anggaran berbasis kinerja 
bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi 
pengalokasian sumber daya dan efektivitas 
penggunaannya sesuai dengan perencanaan 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 
Selain itu anggaran berbasis kinerja 
memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk 
perbaikan kinerja organisasi yang berpedoman 
pada prinsip value for money (Haspiarti, 2012) 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
seyogyanya didasarkan pada prinsip 
transparansi, akuntabilitas dan value for 
2 e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017 hlm 1-12                            ISSN: 2302-2019 
 
money. Transparansi adalah keterbukaan 
dalam proses perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan anggaran daerah, dimana 
masyarakat memiliki hak dan akses yang sama 
untuk mengetahui proses anggaran karena 
menyangkut aspirasi dan kepentingan 
masyarakat, Akuntabilitas adalah 
pertanggungjawaban mulai dari perencanaan, 
penyusunan dan pelaksanaan harus benar-
benar dapat dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan 
masyarakat. Ada 3 prinsip value for money 
diterapkan dalam proses penganggaran yaitu 
ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi 
berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan 
sumber daya dalam jumlah dan kualitas 
tertentu pada harga yang paling murah. 
Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat 
tersebut menghasilkan output yang maksimal 
atau berdaya guna. Efektif berarti penggunaan 
anggaran tersebut harus mencapai target atau 
tujuan untuk kepentingan publik. 
(Subiyantoro, 2011) 
Peraturan perundang-undangan tentang 
perencanaan penganggaran, penatausahaan, 
pengakuntansian, pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah yang di 
selaraskan dengan pengelolaan keuangan 
daerah, sebagaimana di atur dalam 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 3 
meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan 
daerah, azas umum dan struktur Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) meliputi ; 
penyusunan rancangan APBD, penetapan 
APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi 
daerah yang belum memiliki Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 
pelaksanaan APBD, perubahan APBD, 
pengelolaan kas, penatausahaan keuangan 
daerah, akuntansi keuangan daerah, kerugian 
daerah, dan pengelolaan keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah (BLUD). (Mahfiza, 
2015) 
Keterpaduan perencanaan dan 
penganggaran berkaitan dengan pelaksanaan, 
penatusahaan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan. Keterkaitan antara UU No 25 
Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003 dan UU 
No 32 Tahun 2004 dalam penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD), Kebijakan Umum Anggaran 
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
(KUA/PPAS), dan anggaran tahunan kurang 
jelas. Dalam tiga peraturan tersebut, tidak 
disebutkan secara tegas bahwa RPJMD 
sebagai “wilayah” perencanaan tidak boleh 
menyebutkan anggaran, padahal rencana 
program tanpa anggaran, maka tidak akan 
dapat diketahui input dan output 
program/kegiatan yang bersangkutan. 
Penyusunan anggaran hanya berdasarkan pada 
KUA dan PPAS. Oleh karena itu dalam kasus 
perencanaan seperti dalam penyusunan 
RPJMD, Rencana Strategis (RENSTRA), 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
dan Rencana Kerja (RENJA), untuk mencapai 
target kinerja tertentu menjadi terlalu besar 
nilainya, yang kemudian ketika masuk di 
KUA/PPAS terjadi pemangkasan yang cukup 
besar, yang mengakibatkan target kinerja tidak 
tercapai. (Utari, 2009) 
Kondisi tersebut dapat mengakibatkan 
kurangnya efektivitas pelaksanaan anggaran 
pendapatan belanja daerah, yang dikelola oleh 
pemerintah daerah baik rutin maupun 
pembangunan. Untuk mengatasi masalah 
tersebut maka konsistensi dokumen-dokumen 
perencanaan penganggaran perlu di terapkan 
untuk tercapainya efektifitas penyelenggaraan 
otomomi daerah. Penatausahaan keuangan 
yang efektif merupakan perwujudan 
keberhasilan suatu organisasi. Namun yang 
menjadi permasalahan adalah bagaimana cara 
pemecahan masalah yang dapat diharapkan 
untuk mewujudkan suatu penatausahaan 
keuangan daerah yang efektif yang merupakan 
salah satu fungsi dalam pelaksanaan anggaran 
pendapatan belanja daerah serta pengaruh 
revisi anggaran dalam pelaksanaan anggaran 
pendapatan belanja daerah. (Yeyen, 2013) 
Permasalahan penganggaran yang 
selama ini terjadi disetiap daerah, dalam 
proses penyusunan, pembahasan sampai pada 
penetapan anggaran yang termuat dalam 
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anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
yang disusun berdasarkan  kumpulan RKA 
SKPD, umumnya perhatian DPRD lebih 
terfokus pada besarnya anggaran. Penerapan 
anggaran berbasis kinerja terdapat beberapa 
kegiatan yang tidak bisa 
dipertanggungjawaban hal tersebut 
menyebabkan masih terjadinya pemborosan 
anggaran, dimana kegiatan yang dilaksanakan 
hanya untuk memenuhi target input dan output 
saja tanpa melihat outcomesnya. (Subiyantoro, 
2011) 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, 
peneliti termotivasi melakukan penelitian 
dengan judul : “Pengaruh Perencanaan dan 
Regulasi terhadap Anggaran Berbasis Kinerja 
Melalui Penatausahaan sebagai Variabel 
Intervening (Survei pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Kabupaten Donggala)”. 
 
METODE  
 
Penelitian yang dilakukan merupakan 
penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 
sebanyak 44 SKPD yang ditentukan dengan 
metode proportionate stratified random 
sampling.  
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara menyebarkan daftar 
pernyataan atau kuisioner yang diajukan 
dengan skala likert kepada Pimpinan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Sub 
Bagian Perencanaan  dan Kepala Sub Bagian 
Keuangan di Kabupaten Donggala. (Bakri, 
2015) 
Variabel perencanaan dengan dimensi, 
Tepat, Akurat dan Informatif Mahfiza (2015). 
Variabel Regulasi dengan dimensi pemahaman 
kegunaan dan pemahaman kemudahan 
penggunaan Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006 yang diadopsi dari penelitian Haryani 
(2010). Variabel Penatausahan dengan dimensi 
Proses pencairan keuangan Hidayat (2009) dan 
Variabel Anggaran Berbasis Kinerja dengan 
dimensi Input, output dan hasil di adopsi dari 
penelitian Satyaningsih, Atmadja dan 
Dharmawan (2014). 
Analisis data menggunakan metode 
Analisis Jalur (Path Analysis) dengan 
menggunakan Program AMOS 22.00. Model 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Model Analisis Jalur (Path 
Analysis) 
Variabel eksogen 
 X1 = Perencanaan 
 X2 = Regulasi  
 Variabel endogen 
 Y = Anggaran Berbasis Kinerja 
 Z = Penatausahaan 
β1, β2, β3 β4 β5  =Koefisien jalur yang 
diperoleh dari koefisien beta hasil regresi 
(standardized coeficient beta) 
 ε1, ε2, = Kesalahan pengganggu 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pengujian Hipotesis 
Setelah hasil uji normalitas, 
multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas            
serta uji linieritas telah memenuhi syarat,           
maka selanjutnya untuk menguji masing-
masing hipotesis dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara menghitung dan 
membuat persamaan regresi dengan perubahan 
sebutan variabel independen menjadi variabel 
eksogen dan variabel dependen menjadi 
variabel endogen sesuai dengan kerangka 
pemikiran yang     di ajukan di tuangkan dalam 
model analisis sebagai berikut : 
ε2
β6
β1
β2
β7
Perencanaan (X1)
Regulasi (X2)
Penatausahaan (Z)
Anggaran Berbasis 
Kinerja Y
β3
β4
β5
ε1
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Hubungan Estimate S.E. C.R. P
Z  <---  X1 0,549 0,097 5,693 0,000
Z  <---  X2 0,148 0,053 2,792 0,043
Y   <---  Z 0,187 0,035 5,407 0,000
Y  <---  X2 0,177 0,032 5,539 0,000
Y  <---  X1 0,297 0,043 6,946 0,000
Regulasi Perencanaan Penatausahaan
Penatausahaan 0,000 0,000 0,000
Anggaran 
Berbasis 
Kinerja
0,028 0,103 0,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Model Analisis Jalur (Path  
Analysis) 
 
Pengujian analisis jalur pada gambar 2  
dilakukan dengan bantuan program Amos 
22.0. Berdasarkan hasil pengujian tersebut 
diperoleh nilai koefisien regresi tersebut 
sebagaimana berikut : 
 
Tabel 1. Uji Analisis Jalur Pengaruh 
Langsung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil tersebut (tabel 1) 
diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Perencanaan terhadap penatausahaan 
Hasil menunjukkan nilai koefisien pada 
jalur ini adalah 0,549, dengan nilai P 0,000 
atau P < 0,05. Itu berarti, perencanaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penatausahaan. Semakin baik perencanaan 
dilaksanakan maka penatausahaan juga 
semakin baik.  
2. Regulasi terhadap penatausahaan 
Hasil menunjukkan nilai koefisien pada 
jalur ini adalah 0,148, dengan nilai P 0,043 
atau P < 0,05. Itu berarti regulasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penatausahaan. Semakin baik perencanaan 
yang merujuk pada dokumen perencanaan 
dan regulasi yang telah ditetapkan maka 
penatausahaan juga akan semakin baik. 
3. Penatausahaan terhadap anggaran berbasis 
kinerja 
Hasil menunjukkan nilai koefisien pada 
jalur ini adalah 0,187, dengan nilai P 0,000 
atau P < 0,05. Itu berarti, penatausahaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
anggaran berbasis anggaran. Semakin baik 
penatausahaan maka anggaran berbasis 
kinerja juga semakin baik.  
4. Perencanaan terhadap anggaran berbasis 
kinerja 
Hasil menunjukkan nilai koefisien pada 
jalur ini adalah 0,297, dengan nilai P 0,000 
atau P < 0,05. Itu berarti, perencanaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
anggaran berbasis kinerja. Semakin baik 
perencanaan maka anggaran berbasis 
kinerja juga semakin baik.  
5. Regulasi terhadap anggaran berbasis kinerja 
Hasil menunjukkan nilai koefisien pada 
jalur ini adalah 0,177, dengan nilai P 0,000 
atau P < 0,05. Itu berarti, regulasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
anggaran berbasis kinerja. Semakin baik 
regulasi maka anggaran berbasis kinerja 
juga semakin baik.  
Untuk mengetahui hubungan tidak 
langsung maka berdasarkan hasil analisis jalur 
dapat dilihat pada tabel berikut :  
 
Tabel 2. Hasil Uji Analisis Jalur Pengaruh 
Hubungan Tidak Langsung 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan tabel 2 tersebut  maka dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Perencanaan melalui penatausahaan 
terhadap anggaran berbasis kinerja 
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Hasil menunjukkan nilai koefisien pada 
jalur ini adalah 0,103, dengan nilai P 0,000 
atau P < 0,05. Itu berarti, perencanaan 
melalui penatausahaan  berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap anggaran berbasis 
kinerja. Semakin baik perencanaan maka 
anggaran berbasis kinerja juga semakin 
baik.  
2. Regulasi melalui penatausahaan terhadap 
anggaran berbasis kinerja 
 Hasil menunjukkan nilai koefisien pada 
jalur ini adalah 0,028, dengan nilai P 0,000 
atau P < 0,05. Itu berarti, regulasi melalaui 
penatausahaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap anggaran berbasis 
kinerja. Semakin baik regulasi maka 
anggaran berbasis kinerja juga semakin 
baik.  
 
1. Pengaruh Perencanaan Terhadap 
Penatausahaan 
Pemerintah Kabupaten Donggala 
memiliki konsistensi dengan dokumen 
perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan 
kegiatan, dimana salah satu dokumen yang 
menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan dan 
penatausahaan pengelolaan keuangan adalah 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).  
Setelah terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) maka Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) wajib menggunakan dokumen 
tersebut sebagai acuan penggunaan anggaran 
yang di berikan (pagu definitif) untuk proses 
penatausahaan keuangan mulai dari pengajuan 
SPD, SPP, SPM serta penerbitan SP2D. 
Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) 
merupakan dokumen yang disertai dengan 
rencana penarikan dana untuk mendanai 
program maupun kegiatan yang akan 
dilaksanakan.      
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
merupakan dokumen perencanaan sebagai 
acuan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Donggala untuk memudahkan, menilai dan 
membandingkan antara perencanaan yang 
telah di tetapkan dengan realisasi anggaran 
sebagai fungsi kontrol dalam pengendalian 
pelaksanaan anggaran, dimana item belanja 
yang ada dalam Dokumen Pelaksanan 
Anggaran (DPA) dapat di uji apakah item 
yang belanjakan itu sesuai dengan program 
dan kegiatan yang akan di laksanakan, jika 
program maupun kegiatan tersebut tidak 
tercapai maka harus ada langkah-langkah yang 
di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Donggala untuk memberikan panduan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala 
dalam rangka melakukan pengendalian 
serapan anggaran sesuai yang terealisasi 
dengan target yang telah ditetapkan. Jika target 
yang telah ditetapkan tersebut ternyata belum 
tercapai maka Pemerintah Daerah Kabupaten 
Donggala dapat mengambil langkah untuk 
melakukan percepatan dalam merealisasikan 
pencapaian target yang diinginkan. Jika terjadi 
penyimpangan dari rencana-rencana yang telah 
ditetapkan maka Pemerintah Daerah 
Kabupaten Donggala dapat melakukan 
pencegahan kemungkinan timbulnya 
penyimpangan, yang mana akan memberikan 
manfaat yang lebih besar dalam 
menanggulangi penyimpangan yang sudah 
terjadi, apabila penyimpangan dapat dicegah, 
maka kerugian yang besar yang dialami dapat 
dihindarkan sehingga tujuan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Donggala akan dapat 
tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. 
Dengan tindakan pengawasan akan dapat 
diketahui apakah hasil pelaksanaan program 
maupun kegiatan sesuai dengan rencana yang 
telah ditetapkan apabila ternyata ada 
penyimpangan dari rencana, kebijaksanaan 
maupun pemerintah yang telah dikeluarkan, 
dapat segera diketahui dan selanjutnya 
Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala 
melakukan tindakan perbaikan dan 
penyesuaian agar hasil sesuai dengan yang 
diharapkan. Dengan adanya Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka akan 
dapat menghindari penyimpangan dalam 
pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan 
penatausahaan. Hal ini menjamin kesesuaian 
indikator kinerja yang telah ditetapkan  berupa 
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output dan outcome yang sesuai dengan item 
belanja.   
 
2. Pengaruh Regulasi terhadap 
Penatausahaan 
Pelaksanaan anggaran dan 
penatausahaan pengelolaan keuangan daerah 
Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala 
mengadopsi regulasi Permendagri Nomor 13 
Tahun 2006  tentang pedoman pengelolaan 
keuangan daerah merupakan regulasi yang 
menjadi rujukan pelaksanaan penatausahaan 
keuangan daerah. Penatausahaan yang 
merujuk ke regulasi tersebut dilakukan guna 
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk 
mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai 
dengan rencana penarikan dana yang 
tercantum di dalam DPA-SKPD yang telah 
disahkan dengan melakukan pencatatan secara 
tertib, sistematis atas tindakan administraif dan 
kepengurusan kebendaharawan yang 
menyebabkan bertambah dan berkurangnya 
anggaran yang dikelola dalam bentuk uang 
maupun barang dalam rangka pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
selama satu tahun anggaran. 
Pentingnya regulasi dalam pelaksanaan 
anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten 
Donggala dapat dibuktikan dengan 
keberhasilan dalam menyajikan laporan 
Keuangan yang meraih Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali 
berturut-turut dari Badan Pemeriksaan 
Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi 
Tengah. Hal ini dikarenakan proses 
penatausahaan keuangan mengacu pada 
regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagai 
regulasi induk tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah dengan menganut asas 
kepatuhan. Regulasi yang menjadi rujukan 
untuk memastikan tidak terjadinya 
penyelewengan pada pengelolaan keuangan. 
Adanya kepastian dalam cara dan metode yang 
baku sesuai standar. Regulasi yang ada sebagai 
pedoman admisnitratif dalam penatausahaan 
keuangan daerah. Sehingga tanpa regulasi 
maka penatausahaan keuangan tidak dapat 
berjalan dengan baik.  
Pendapat tersebut diperkuat oleh 
Malisan dan Deviyanti (2012) yang  
berpendapat bahwa Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 
tentang pedoman pengelolaan keuangan 
daerah yang menyatakan pengguna anggaran/ 
kuasa pengguna anggaran, bendahara 
penerimaan/bendahara pengeluaran, dan orang 
atau badan yang menerima atau menguasai 
uang/barang/kekayaan daerah wajib 
menyelenggarakan penatusahaan sesuai 
dengan regulasi. Setiap SKPD sebagai 
pengguna anggaran terdapat pejabat 
penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) yang 
bertugas melakukan verifikasi, akuntansi, dan 
penyusunan laporan keuangan, bahwa dalam 
penatausahaan, regulasi mempunyai peran 
penting sebagai pedoman dalam pengelolaan 
keuangan. Terlihat dari penelitian yang di 
lakukan oleh Boekorsjom (2013) bahwa 
penatausahaan berpengaruh terhadap 
penerapan good governace. Hal ini 
menunjukan semakin cepat pembuatan 
peraturan perundang-undangan yang 
berdampak pada pengalokasian dana sangat 
berpengaruh terhadap pelaksanaan penerapan 
good governance. 
Halim (2012) menyatakan diterbitkannya 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
pedoman pengelolaan keuangan daerah 
sebagai regulasi dalam penatausahaan 
keuangan daerah maka penatausahaan 
keuangan yang dikelola secara tertib dan taat 
pada regulasi dinilai dapat mewujudkan 
kepemerintahan yang baik. Sehingga semakin 
taat pada regulasi dengan memperhatikan azas 
kepatutan maka penatausahaan akan semakin 
baik dalam pengelolaan keuangan daerah. 
 
3. Pengaruh Penatausahaan terhadap 
Anggaran Berbasis Kinerja 
Pada proses penatausahaan keuangan 
daerah, anggaran kas mempunyai peran 
penting sebagai alat kontrol dan pengendalian 
Irma Irawati, dkk.
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dalam pelaksanaan anggaran. Alat kontrol 
itulah yang menjadikan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Donggala dalam rangka 
penggunaan keuangan daerah yang lebih 
efektif yang merupakan pengendalian secara 
periodik akan memacu berhasil atau tidaknya 
pengelolaan keuangan, standar informasi 
akuntansi merupakan manajemen yang paling 
berperan untuk menyajikan dan 
bertanggungjawab dalam memanfaatkan 
sumber daya untuk mencapai sasaran 
anggaran. Penatausahaan keuangan daerah 
dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja 
menekankan pada fungsi pengawasan yang di 
susun untuk meminimalisir masalah yang 
terdapat dalam proses penyusunan anggaran. 
Pemerintah Kabupaten Donggala pada 
pendekatan anggaran berbasis kinerja 
mengutamakan mekanisme penentuan dan 
pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan 
yang sistematik dan rasional dalam proses 
pembuatan keputusan. Anngaran kinerja 
didasarkan pada tujuan sasaran kinerja 
dikarenakan anggaran digunakan sebagai alat 
untuk mencapai tujuan dan sasaran program 
kegiatan.   
Hidayat (2008) mengemukakan 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD) yang di wujudkan dalam 
pengurusan administrasi dan pengurusan 
bendaharawan akan mengakibatkan adanya 
arus dokumen, arus barang dan arus uang. Hal 
inilah perlu adaanya penatausahaan keuangan. 
pada prinsipnya penyusunan anggaran 
merupakan suatu bagian proses perencanaan 
laba dan pengendalian yang menyeluruh. 
Anggaran yang telah disusun menurut 
prosedur yang telah ditetapkan tentu akan 
direalisasikan. Pelaksanaan realisasi anggaran 
akan melibatkan berbagai sumber dari 
organisasi pemerintahan. Setelah anggaran 
direalisasikan kemudian dibuat laporannya 
sehingga dapat digunakan untuk melihat dan 
menilai efektivitas pelaksanaan anggaran 
dengan memperhatikan pendekatan anggaran 
kinerja yang mana sistem anggaran tersebut 
mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja 
(Output).  
Penerapan anggaran berbasis kinerja 
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan 
diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan 
keuangan daerah. Penyusunan anggaran 
berbasis kinerja bertujuan untuk dapat 
meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber 
daya dan efektivitas penggunaannya sesuai 
dengan perencanaan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah daerah. Anggaran berbasis 
kinerja menjadi jawaban untuk digunakan 
sebagai alat pengukuran akuntabilitas kinerja 
pemerintah. Hal ini mencerminkan efisiensi 
dan efektifitas pelayanan publik dan harus 
berpihak pada kepentingan publik yang artinya 
memaksimumkan penggunaan anggaran untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat daerah  
sehingga semakin baik penatusahaan maka 
anggaran berbasis kinerja juga semakin baik 
(Halim, 2012). 
 
4. Pengaruh Perencanaan terhadap 
Anggaran Berbasis Kinerja 
Fakta dilapangan membuktikan 
Pemerintah Kabupaten Donggala memiliki 
konsistensi dengan dokumen perencanaaan 
sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. 
Proses perencanaan secara bottom up 
memperlihatkan betapa besar partisipasi 
masyarakat  dalam pelaksanaan program 
kegiatan pembangunan di Kabupaten 
Donggala.  Satuan Kerja  Perangkat Daerah 
(SKPD) merupakan yang memfasilitasi 
kegiatan musrenbang mulai tingkat desa, 
tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat 
propinsi sampai ke tingkat nasional. 
Perencanaan penganggaran yang tepat akurat 
dan informtif merupakan aspek penting 
sehingga sangat menunjang efektivitas 
penganggaran dalam penerapan anggaran 
berbasis kinerja. Pencapaian anggaran sampai 
pada tahap akhir menentukan efektifitas 
pelaksanaan anggaran yang merupakan tolak 
ukur dan aspek penting untuk menilai kinerja 
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Pemerintah daerah Kabupaten Donggala. 
Setiap anggaran yang telah di tentukan bagi 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
Kabupaten Donggala disusun dalam bentuk 
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang 
menjadi acuan pendapatan dan belanja 
pemerintah daerah kabupaten donggala.  
Rancangan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (RAPBD) dilakukan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala 
untuk  membandingkan perencanaan apakah 
rasional input dan output yang menghasilkan 
perencanaan dimulai dari tingkat bawah 
dengan mengartikulasikan sistem buttom up 
Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala 
mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan 
sampai pada tingkat Kabupaten yang 
selanjutnya dibahas pada Rancangan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dengan 
mengakomodir program maupun kegiatan 
pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Donggala, Sehingga apa yang telah di 
rencanakan maka itulah yang harus 
dilaksanakan yang mana menjadi prioritas 
pembangunan dan bertitik tolak dari apa yang 
sudah dibahas itulah anggaran berbasis kinerja.     
Nursini (2010) menyatakan keberhasilan 
penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif 
dan efisien harus ditunjang oleh sejauh mana 
pemerintah daerah menjaga konsistensi 
dokumen perencanaan dan penganggaran 
dengan baik disetiap penjabaran kebijakan ke 
dalam berbagai program yang relevan. Hal 
pertama yang harus dilakukan pemerintah 
daerah untuk menjaga tingkat konsistensi yang 
tinggi antara perencanaan dan penganggaran 
adalah menjaga dan mempertahankan 
konsistensi penjabaran substansi setiap 
dokumen perencanaan. Dengan demikian, jika 
dalam Dokumen RPJMD, penjabaran 
Substansi mulai dari rumusan Visi, Misi, 
Kebijakan hingga pada program-program 
pembangunan terjaga secara konsisten, maka 
memudahkan pada penjabaran ke dokumen 
lainnya termasuk kepada dokumen 
penganggarannya sehingga proses 
penyelenggaraan otonomi daerah dapat 
berjalan secara efektif untuk mencapai 
kepemerintahan yang baik. pendapat tersebut 
mendukung pendapat.  
Pengaruh perencanaan terhadap 
anggaran berbasis kinerja mengungkapkan 
bahwa anggaran yang disusun dengan 
menghubungkan pengeluaran dan hasil yang 
akan dicapai, mengidentikasi input, output, 
dan outcome yang dihasilkan oleh suatu 
program dan kegiatan. Dalam penerapan 
anggaran berbasis kinerja ada beberapa 
tahapan yang harus dilakukan, salah satunya 
adalah perencanaan anggaran atau penggunaan 
dokumen perencanaan. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti 
(2012). 
Hasil penelitian ini juga mendukung 
penelitian (Isti’anah 2010) yang menyatakan 
penerapan transparansi dalam pengelolaan 
keuangan akan menciptakan akuntabilitas 
horizontal antara pemerintah dengan 
masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan 
yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan 
responsif terhadap aspirasi dan kepentingan 
masyarakat. 
Penerapan penyusunan anggaran 
berbasis kinerja dinilai lebih aspiratif 
dibandingkan sistem anggaran tradisional 
(BPKP, 2012). Penyusunan anggaran berbasis 
kinerja dinilai lebih aspiratif karena sistem 
anggaran berbasis kinerja, melibatkan secara 
langsung masyarakat (partisipatif) dalam 
menyusun perencanaan pembangunan yang 
mana proses penyusunan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah dilakukan melalui 
proses Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, 
tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat 
propinsi hingga tingkat nasional. Sehingga 
kegiatan yang diajukan dalam proses 
penganggaran dapat sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.  
 
5. Pengaruh Regulasi terhadap Anggaran 
Berbasis Kinerja 
Penerapan anggaran berbasis kinerja 
diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 
Irma Irawati, dkk.
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2006 dan di ubah lagi dengan Permendagri 
Nomo 59 Tahun 2007 tentang pedoman 
pengelolaan keuangan daerah dan diperbaharui 
kembali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan 
daerah.  Pemerintah  Daerah Kabupaten 
Donggala saat ini masih merujuk pada regulasi 
induk yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006. Dapat di jelaskan bahwa dengan selalu 
memperhatikan dan berpedoman pada regulasi 
yang ada pada Pemerintah  Daerah Kabupaten 
Donggala dalam mengalokasikan setiap 
belanja selalu mengutamakan pada hasil yang 
terukur volume maupun jumlahnya sehingga 
tidak ada terdapat angka gelondongan pada 
item belanja yang terdapat pada Dokumen 
Pelaksanan Anggara (DPA-SKPD).  
Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Donggala yang menjelaskan pedoman tentang 
pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi 
mengharuskan untuk mengukur kinerja 
keuangannya. Olehnya perlu dikembangkan 
suatu tolok ukur kinerja untuk meningkatkan 
kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah 
Kabupaten Donggala dengan meningkatkan 
kemampuan SKPD dalam menyusun anggaran 
berdasarkan skala prioritas Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang 
merupakan tugas pokok dan fungsi mencapai 
tujuan sasaran serta indikator kinerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala pada 
setiap program dan kegiatan yang telah 
direncanakan. 
Anggaran berbasis kinerja merupakan 
belanja yang terdapat pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD). Setiap 
item yang di belanjakan selalu mengacu pada 
regulasi yang ada dan selalu taat asas 
kepatuhan. Pemerintah Daerah Kabupaten 
Donggala pada proses pengelolaan keuangan 
selalu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 
semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
dalam berbagai diklat baik teknis maupun 
fungsional sehingga mampu menyusun 
anggaran berdasarkan  skala prioritas yang di 
tuangkan dalam program dan kegiatan untuk 
mencapai tujuan yang dituangkan dalam 
program dan kegiatan serta disusun menurut 
indikator kinerja yang diukur sehingga 
mencapai tujuan sasaran yang diharapkan. 
Mengalokasikan belanja yang dimuat dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
terdapat adanya keasatuan  Pemerintah Daerah 
Kabupaten Donggala menerbitkan Peraturan 
Daerah (PERDA) tentang Standar Biaya 
Umum agar harga yang terdapat dalam item 
belanja DPA-SKPD terukur sehingga mengapa 
pentingnya mengacu pada Standar Biaya 
Umum (SBU) Pemerintah Daerah. Sehingga 
dapat terlihat hasilnya dalam penerapan 
anggaran berbasis kinerja.   
Penerapan anggaran berbasis kinerja 
diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006 dan diubah lagi dengan Permendagri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman 
pengelolaan keuangan daerah dan 
dipeerbaharui kembali dengan  Permendagri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman 
pengelolaan keuangan  Daerah. Regulasi ini 
disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja 
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti 
telah terpenuhinya kebutuhan tentang 
anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. 
Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut 
adanya output optimal atau  pengeluaran yang 
dialokasikan sehingga setiap pengeluaran 
harus berorientasi atau bersifat ekonomi, 
efisien, dan efektif. (Safrudin 2016) 
 
6. Pengaruh Perencanaan terhadap 
Anggaran Berbasis Kinerja Melalui 
Penatausahaan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala 
merujuk dokumen perencanaan sebagai 
penunjang efektifitas pelaksanaan program 
maupun kegiatan. Konsistensi dokumen 
perencanaan merupakan aspek penting dan 
menggambarkan bahwa termasuk dalam 
perencanaan yang baik, tepat, akurat dan 
informatif dengan selalu mengadopsi sistem 
perencanaan  bottom up   yang melibatkan 
masyarakat dalam proses perencanaan 
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pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam 
proses perencanaan pembangunan membantu 
pemerintah dalam pencapaian visi dan misi 
pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Donggala. Tentu saja dalam hal ini 
transparansi dan integritas merupakan aspek 
penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Donggala dan masyarakat yang terlibat 
langsung dalam proses perencanaan 
pembangunan. 
Anggaran Berbasis Kinerja yang 
tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) SKPD Pemerintah Daerah 
Kabupaten Donggala berjalan sesuai dengan 
Dokumen perencanaan yang telah di tetapkan. 
Proses pelaksanaan APBD-SKPD Pemerintah 
Daerah Kabupaten Donggala  akan lebih 
optimal bila penatausahaan keuangan daerah 
berjalan sesuai dengan perencaanaan.. sistem 
buttom up yang dilakukan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Donggala mengakomodir semua 
program dan kegiatan kedalam Dokumen 
Pelaksanan Anggaran (DPA) yang menjadi 
usulan di tampung dan di anggarkan dengan 
membatasi skala prioritas pada proses 
penyusunan APBD. Sehingga walaupun ada 
usulan program dan kegiatan pada DPA-SKPD 
jika penatausahan keuangan daerah tidak 
berjalan dengan baik maka realisasi item 
belanja yang terdapat pada Dokumen 
Pelaksanan Anggaran (DPA) tidak akan 
terproses dan progam maupun kegiatan tidak 
akan berjalan dengn baik.   
Hal tersebut diperkuat oleh (Malisan dan 
Deviyanti, 2012) menyatakan terselenggaranya 
penyusunan laporan keuangan dalam rangka 
memenuhi asas tertib, transparansi, 
akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, 
akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, 
perlu disusun sistem prosedur perencanaan 
berbasis kinerja penganggaran penyusunan 
APBD, perubahan APBD, penatausahaan 
keuangan daerah dan perhitungan  APBD yang 
terstandarisasi. Pada setiap SKPD sebagai 
pengguna anggaran terdapat pejabat 
penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) yang 
tugasnya melakukan verifikasi, akuntansi, dan 
penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut 
mengindikasikan semakin baik sistem 
prosedur perencanaan penganggaran dan 
penatausahaan pada suatu unit organisasi 
berbasis kinerja maka sistem pengelolaan 
keuangan diunit organisasi tersebut akan 
semakin efektif.   
Penerapan anggaran berbasis kinerja 
bertujuan untuk meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan 
keuangan akan menciptakan akuntabilitas 
horizontal antara pemerintah dengan 
masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan 
yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan 
responsif terhadap aspirasi dan kepentingan 
masyarakat.  
 
7. Pengaruh Regulasi terhadap Anggaran 
Berbasis Kinerja Melalui Penatausahaan 
Penerapan sistem akuntansi 
pemerintahan sangat bergantung pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pemerintah telah menetapkan Standar 
Akuntansi Pemerintahannya melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu 
“prinsip-pinsip akuntansi yang ditepakan 
dalam  menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah” dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
pedoman pengelolaan keuangan daerah. 
Perencanaan dan penganggaran merupakan 
proses yang terintegrasi, oleh karena Output 
dari perencanaan adalah penganggaran itu 
sendiri. Perencanaan dan Penganggaran yang 
mencakup perencanaan pembangunan dan 
pengelolaan keuangan, pemerintah daerah 
mengacu pada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Adanya otonomi daerah 
memberikan kewenangan pemerintah daerah 
untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri 
secara efektif dan efisien. Pendapat ini sesuai 
dengan pendapat (Andhawiyah, 2007). 
Setiap tahun anggaran berjalan terbit 
pedoman penyusunan RAPBD dengan rincian 
pembelanjaan yaitu PERDA, mengacu pada 
Standar Biaya Umum (SBU) dan PERBUP. 
Irma Irawati, dkk.
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Pedoman regulasi tersebut menjadi acuan 
dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah 
Kabupaten Donggala dalam pencairan 
keuangan yang sesuai dengan perencanaan dan 
regulasi akan lebih optimal jika penatausahaan 
sebagai proses pencairan keuangan dapat 
berjalan baik dan terealisasi pada penerapan 
anggaran berbasis kinerja. 
Penerapan anggaran berbasis kinerja 
merupakan bentuk reformasi anggaran dalam 
memperbaiki proses penganggaran dan 
penatausahaan. Sebelum penerapan anggaran 
berbasis kinerja diatur dalam Permendagri 
Nomor 13 Tahun 2006 yang kini menjadi 
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Dampak dari anggaran berbasis kinerja 
terhadap akuntabilitas pemerintah terkait 
sebagai fungsi pemberi pelayanan kepada 
masyarakat menjadikan lingkup anggaran 
relevan dan penting di lingkungan pemerintah 
daerah. Tuntutan agar terwujudnya 
pemerintahan yang amanah dan didukung oleh 
instansi pemerintahan yang efektif, efisien, 
profesional, dan akuntabel, serta mampu 
memberikan pelayanan prima dalam proses 
penyusunan APBD sehingga dapat 
menciptakan transparansi dan meningkatkan 
akuntabilitas publik (Bahri, 2012). 
Kajian ini termasuk mengevaluasi 
apakah prosedur yang di atur dalam regulasi-
regulasi tersebut saling mendukung, saling 
tumpah tindih, menghambat atau justru 
menimbulkan ketidakjelasan dalam mengatur 
belanja di daerah. Penelitian dibatasi pada 
aspek perencanaan dan penganggaran, 
penatausahaan keuangan serta regulasi 
terhadap anggaran berbasis kinerja.   
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa 
hal sebagai berikut :  
1. Perencanaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penatausahaan.              
2. Regulasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penatausahaan.     
3. Penatausahaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap anggaran berbasis 
kinerja.  
4. Perencanaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap anggaran berbasis 
kinerja.  
5. Regulasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap anggaran berbasis kinerja. 
6. Perencanaan melalui penatausahaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
anggaran berbasis kinerja. 
7. Regulasi melalui penatausahaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
anggaran berbasis kinerja. 
 
Rekomendasi 
Beberapa saran yang diberikan 
berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu:  
1. Pemerintah Kabupaten Donggala 
mengoptimalkan perencanaan partisipatif, 
untuk menselaraskan perencanaan dari 
bawah ke atas yang direncanakan dan 
dikerjakan oleh masyarakat dapat 
dikombinasikan dengan perencanaan dari 
atas kebawah. 
2. Pemerintah Kabupaten Donggala 
mempertahankan dan lebih meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
anggaran dengan memberikan kesempatan 
yang luas bagi masyarakat untuk terlibat 
dalam program kegiatan pemerintah yang 
telah di tetapkan.  
3. Terkait peningkatan anggaran berbasis 
kinerja, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Donggala dalam penyusunan anggaran 
dengan pendekatan kinerja dapat lebih 
mengutamakan pada pencapaian hasil 
(output/outcome) dengan tidak 
menyampingkan prinsip-prinsip anggaran 
yakni transparansi dan akuntabilitas 
anggaran, disiplin anggaran, keadilan 
anggaran, efisiensi dan efektivitas 
anggaran. 
4. Penelitian selanjutnya juga dapat 
menambahkan variabel plafon anggaran 
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sebagai variabel yang berpengaruh terhadap 
anggaran kinerja birokrasi dan efisiensi 
kegiatan pemerintah. 
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